
QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

NOMOR .2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAIIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020

B1SMILLAHIRRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPAT1 ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 315 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati bersama
DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten sesuai dengan hasil evaluasi;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan agar Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020 tidak
bertenlangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pembangunan
Kabupaten, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas
Anggaran Sementara, serta Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh
Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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100-1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1004 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1900 tentang Pemberantasan
Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
lOOO Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan At as Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1909 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 442 1);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
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Daerah (Lembaran Negera Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambohan Lembaran Negara Nomor 5679/;

15. Pr-raturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerail dan WakH Kepala Daerail (Lemharan

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2G00 Nomor 210. Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 40281;

16. Peraturan Pemerinfah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repub'.ik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah drubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Penubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Penvakilan
Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4693);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desu
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5539),



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumbcr Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraluran Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5694);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

30. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh
Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh
Selatan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020.
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Pasal 1

Perubahan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebagai
berikut:
I. Pcndapatan

a. Semula Rp 1.475.310.647.455,00
b. Bertambah/ (berkurang) Rp (80.842.60 1.656.00)
Jumlah pcndapatan setelah perubahan Rp 1.304.468.045.799,00

2. Belanja
a. Semula Rp 1.514.629.679.724,00
b. Bertambah/ (berkurang) Rp_ (98.215.303.635,62)
Jumlah belanja setelah perubahan Rp 1.4 16.414.376.088.38

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp (2 1.946.330.289,38)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1. Semula Rp 41.619.032269,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp (19.672.701.979,62)

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 21.946.330.289,38

b. Pengeluaran
1. Semula Rp 2.300.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp (2.300.000.000,00)

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp_0,00

Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 21.946.330.289,38

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan(SiLPA) setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp 126.937.300.000,00
2. Bert.ambah/(berkurang) Rp 22.324.368.642,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 149.261.668.642,00
b. Dana perimbangan

1. Semula Rp 935.192.558.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp (107.482.145.498,00)

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 827.710.412.502,00
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp 413.180.789.455,00
2. Bertambah/fberkurang) Rp 4.315.175.200.00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
Setelah perubahan Rp 417.495.964.655,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Pajak daerah
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1 Somula Rp 11.700 1«M/|<)0.00

2. lirrtambah/(berkurang) Rp (2.0-41.292.730.001
Jumlah pajak daerah selelah perubahan Rp 9.748 89g 700.00

b Rotribusi daerah
1. Semula Rp 9.868.637.3 10,00

2. Bertambah/ (berkurang) Rp_1.247,730.383,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 11110 307 8'M.Ot)

c. Basil pengelolaan kokayaan daerah yang dipisnhkan
1. Semula Rp 6.500.OOO.000.00
2. Bertambah/ (herkurang) Rp

___
0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekavaan daerah yung
dipisahkan selelah perubahan Rp 0.500 000 ooo.oo

d. Zakat
1. Semula Rp 7000.000.000.00
2. Bertambah/(berkurang) Rp

___
0,00

Jumlah zakat setelah perubahan Rp 7.000 OOO ooo.oo
e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang snh

1. Semula Rp 91.778.471.200.00
2. Bertambah/ (berkurang) Rp 23.117.930.789,00

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yung sail
setelah perubahan Rp 114.890.401.989,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tcnliri dnri
a. Transfer umum

1. Semula Rp 700.814.885.000,00

2. Bertambah/ (berkurang) Rp (75.727.794.498,00)

Jumlah Transfer umum setelah perubahan Rp 025.087.090.502.00

b. Transfer Khusus
1. Semula Rp 234.377.673.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp (31.754.351.000.00)

Jumlah Transfer Khusus setelah perubahan Rp 202.023.322.OOO.OO

(4) Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huiuf c
terdiri dari :
a. Pendapatan hibah

1. Semula Rp 25.381.440.000.00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 10.645.237.200.00
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp 36.020.077.200,00

b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
1. Semula Rp 35.407.746.552,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp_3.972.794.422.00
Jumlah Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan
pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 39.440.540.974,00

c. Dana penyesuaian
1. Semula Rp 218.537.167.000.00
2. Bertambah/(berkurang) Rp_5.491.700.000.00
Jumlah Dana penyesuaian setelah perubahan Rp 224.028.807.OOO.OO

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1. Semula Rp 133.794.435.903,00

2. Bertambah/ (berkurang) Rp (15.794.556.422.00)

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 1 17.999.879.48 1,00
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Pasal 3

(1) Bclanja sebagaimana dimaksud dalam pasaJ 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

J. Sfmula Hp 905.002.983.071,00

2. l*ertambah/(berkurang) Hp (68.599-7 19.588.621
Jumlah Bclanja tidak langsung setelah perubahaxi Rp 836.403.263.482,38

b. Bclanja larigsung
]. Scmula Rp 609.626.696.653,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 129.615.584.047,00)

Jumlah Bclanja Langsung setelah perubahan Rp 580.011.112.606,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Belanja pegawai

1. Semula Rp 578.678.191.830,00
2. Bertambah/ (berkurang) Rp 161.080.606.157,62)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 517.597.585.672,38
b. Belanja subsidi

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp_0.00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 0,00

c. Belanja hibah
1. Semula Rp 16.324.500.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp_435.880.000.00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 16.760.380.000,00

d. Belanja bantuan sosial
1. Semula Rp 19.649.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 11.820.000.000.00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 17.829.000.000,00
e. Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintah desa

1. Semula Rp 2.165.882.880,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp_(279.731.456.00)

Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/
kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp 1.886.151.424,00

f. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
1. Semula Rp 283.385.408.361,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp (10.530.168.000.00)

Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/
kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp 272.855.240.361,00

g. Belanja tidak terduga
1. Semula Rp 4.800.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp_4.674.906.025.00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 9.474.906.025,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Belanja pegawai

1. Semula Rp 46.575.455.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp (2.160.543.188.00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 44.414.911.812,00
b. Belanja barang dan jasa

1. Semula Rp 339.768.424.351,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 16.823.868.411.22
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 356.592.292.762,22
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c. Belanja modal
1. Semula Rp 223.282.8 17.302,00

2 Bertambah/ (borkurang) Rp (44.278.909.270.22)

Jumlah bclanja modal setelah perubahan Rp 179.003.908 03 1,78

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tcrdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan
1. Semula Rp 41.619.032.269.00
2. Liertamball/ (berkurang) Ro ( 19.672.701.979,62)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 2 1 946.330 289,38

b. Pengeluaran pembiayaan
1. Semula Rp 2 300.000 000.00
2. Hertambah/(berkurang) Rp (2.300.000.000,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0.00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Silpa tahun anggaran sebelumnya

1. Semula Rp 41.619 032.269,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp (19.672.701.979.62)

Jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya
setelah perubahan Rp 21.946.330.289,38

Pasal 5

(1) Alokasi Dana Insentif Daerah Tambahan seliesar Rp. 9.605.850.000,00 dimasukkan ke
dalam Lain lain pendapatan daerah yang sah pada dana penyesuaian.

(2) Dana Insentif Daerah Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
pemulihan ekonomi dan penangganan Corona Virus Disease 2019 bidang kesehatan dan
bantuan sosial.

(3) Dana Insentif Daerah Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh dinas
sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
tcrpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

Ringkasan Perubahan APBK;
Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;
Ringkasan Perubahan APBK menurut Organisasi dan Urusan
Pemerintahan Daerah;
Ringkasan Perubahan APBK menurut Organisasi dan Urusan
Pemerintahan Daerah;
Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, IYogram dan Kegiatan;
Rekapitulasi Pcnggunaan Sumber Dana menurut Jenis Pendapatan dan
Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;

1. Lampiran I

2. lampiran II

3. Lampiran 11 a

4. Lampiran 11 b

5. Lampiran III

6. Lampiran IV

7. Iÿampiran IV a
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8. Uimpiran IV b

9. Lampiran V

10.
1 1.

Lampiran VI

Lampiran VII

12. Uimpiran VIII

13. Lampiran XIII

Rckapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemenntahan Dacrah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rckapitulasi Perubahan Belanja Dacrah Untuk Kcselarasan dan
Kctcrpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pcngclolaan Keuangan Ncgara;
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan
Perat uran Daerah;
Daftar Kegiatan kegiatan Tahun Anggaran scbelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembaii dalam Tahun Anggaran ini;

Daftar Perubahan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun
Anggaran 2019.

Pasal 7

Bupali menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten sebagai landasan opcrasional pelaJcsanaan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 2 1 Oktober 2020 M

4 Rabiul Awal 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

A M R A N
Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 21 Oktober 2020 M

4 Rabiul Awal 1442 H

SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR ...
NOMOR REG1STRASI QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH, (2/67/2020)
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